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ABSTRAK  

Anjar Lutfianto. 201910117006. Penerapan Sanksi Denda Terhadap Penolakan 

Vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dalam Perspektif Hak Asasi 

Manusia. 

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum 

penolakan vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dalam perspektif Hak 

Asasi Manusia lalu kemudian di samping itu penelitian ini juga untuk mengetahui 

bagaimana penerapan pemberian sanksi denda penolakan vaksiansi Covid-19, hal 

ini berlandaskan karena sudah adanya gelombang penolakan vaksinasi dari 

berbagai kalangan di masyarakat.  

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yuridis sehingga hasil 

yang didapat bisa memberikan pemahaman serta hasil yang baik. Selain itu hasil 

dari penelitian ini nantinya dapat didasarkan pada hal yang logis sesuai dengan 

keilmuan sisi normatif yang ada, serta ditambah juga dengan pendekatan yuridis 

sehingga hasil yang didapat lebih spesifik berdasarkan kaidah hukum yang berlaku 

serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seseorang mempunyai haknya 

dalam hal memilih jenis kesehatan yang mereka inginkan, namun di sisi lain 

mewabahnya pandemi Covid-19 membuat masyarakat harus segera melakukan 

vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah penularannya, oleh 

karena itu dalam hal perlindungan preventif yang dilakukan pemerintah masyarakat 

tidak lagi dianjurkan untuk menolak kegiatan pemerintah ini guna melindungi 

seluruh masyarakat Indonesia.  

Hak untuk menolak tindakan medis ialah bentuk dari hak asasi manusia, hal 

ini karena hak seseorang tidak boleh dibatasi sama halnya dengan pemberian 

vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, yang di mana tujuannya pemerintah 

ingin melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari wabah covid-19. Vaksinasi 

dalam hal ini merupakan langkah preventif dan sesuai dengan Undang-undang 

Praktik Kedokteran No.9 Tahun 2004.  

 

Kata kunci: Covid-19, Penolakan dan Hak Asasi Manusia.  
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ABSTRACT 

Anjar Lutfianto. 201910117006. Application of Fines for Refusal of Vaccination 

for Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) from a Human Rights Perspective. 

 

This study aims to find out how the legal basis for refusing the Coronavirus 

Disease 2019 (Covid-19) vaccination from the perspective of Human Rights and 

then in addition this research is also to find out how to apply sanctions for refusing 

the Covid-19 vaccine, this is based on the existence of wave of rejection of 

vaccination from various circles in society. 

This study uses a juridical normative legal method so that the results 

obtained can provide good understanding and results. In addition, the results of 

this research can later be based on logical things in accordance with the existing 

normative side of science, as well as coupled with a juridical approach so that the 

results obtained are more specific based on applicable legal rules and literature 

related to this research. 

The results of the study show that a person has the right in terms of choosing 

the type of health they want, but on the other hand the outbreak of the Covid-19 

pandemic has forced the public to immediately carry out vaccinations carried out 

by the government to prevent transmission, therefore in terms of preventive 

protection by the government. the public is no longer encouraged to refuse this 

government activity in order to protect all Indonesian people. 

The right to refuse medical action is a form of human right, this is because 

a person's right should not be limited in the same way as vaccinations are 

administered by the government, where the aim of the government is to protect all 

Indonesian people from the COVID-19 outbreak. Vaccination in this case is a 

preventive measure and in accordance with the Law on Medical Practice No. 9 of 

2004. 

 

Keywoards: Covid-19, Denial and Human Rights   
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

ب َ  ثَْْ وَالْ نَ وَالِْْ طَ ا بَ ا وَمَ هَ نْ  رَ مِ هَ ا ظَ وَاحِشَ مَ فَ َ الْ اَ حَرممَ رَبِِّ نَّم لْ إِ غْْ ََ قُ
نْ ت َ  طَانًا وَأَ لْ هِ سُ زِِلْ بِ نَ   ُ ا لََْ ي وا بِِللَّمِ مَ شْركُِ نْ تُ يِْْ الَْْقِِ وَأَ غَْ ََلَ  بِ وا  ولُ قُُ

مُونَ اللَّمِ مَ  لَ عْ  َ ا لََ ت
 

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang 

nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia 

tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu 

yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-

adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". 

(Q.S. Al-A’raaf : 33)  

 

 

Persembahan  

Skripsi ini saya persembahan sebagai wujud rasa bersyukur saya karena dapat 

menyelesaikan studi di bidang hukum untuk mendapat gelar Sarjana. Terimakasih 

juga untuk orang tua saya dan untuk semua orang yang telah membantu dalam 

penulisan ini.  
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